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MOTTO 

 

“Bukan kecerdasan saja yang membawa sukses, tapi juga hasrat untuk sukses, 

komitmen untuk bekerja keras, dan keberanian untuk percaya akan dirimu 

sendiri.” 

(Jamie Winship)
1
 

 

“Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun 

jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.” 

(Jim Rohn)
2
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 https://www.goodreads.com/quotes/tag/sukses 

2
 https://www. kepogaul.com/inspirasi/motto-hidup-orang-sukses/ 
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RINGKASAN 

 

Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Electronic Village 

Budgeting Di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi; 

Febri Subachtiar, 140910201039, 2018: 116 Halaman; Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi, akuntabilitas, 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village 

Budgeting di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. 

Sebagaimana disebutkan oleh Mardiasmo (2002:25) bahwa paling tidak terdapat 

tiga karakteristik Good Governance yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor 

publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas dan efisiensi 

dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi menerbitkan suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang disebut 

Electronic Village Budgeting untuk mewujudkan Good Governance dalam 

pengelolaan keuangan desa. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 

menyebutkan bahwa Electronic Village Budgeting merupakan suatu sistem 

aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan 

desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang 

dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan 

keuangan desa. Dalam pelaksanaannya di Desa Tegalrejo masih terdapat beberapa 

permasalahan seperti keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) 

sehingga baru menerapkan sistem Electronic Village Budgeting pada tahun 2016 

serta adanya keterlambatan dalam pencairan Dana Desa (DD) pada tahun 

anggaran 2016. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat 

deskriptif. Fokus penelitian adalah transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa 

Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Sumber data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
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dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik menguji 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles dan Huberman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang diterapkan dalam 

pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa 

Tegalrejo dirasa masih setengah-setengah dan belum sepenuhnya memberikan 

keterbukaan informasi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui 

Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo sudah dapat dikatakan baik, 

karena telah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desanya 

kepada otoritas yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat. Pengelolaan 

keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting dirasa lebih efektif dan 

efisien. Dari segi efektivitas, dapat membantu Pemerintah Desa Tegalrejo dalam 

melaksanakan pekerjaan sehingga dapat selesai tepat waktu, mempersempit 

terjadinya kesalahan dalam penyusunan dokumen laporan realisasi, serta 

penggunaan anggaran desa lebih terkontrol dan tepat guna. Dari segi efisiensi, 

dalam mengelola keuangan desa lebih mudah karena terintegrasi mulai dari 

perencanaan hingga pelaporan keuangan desa. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan 

negatif bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif 

tersebut berupa peningkatan angka kemiskinan sedangkan dampak positif berupa 

terbukanya jalan reformasi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 

Good Governance merupakan paradigma baru yang berkembang di Indonesia dan 

mulai diterapkan pada era reformasi pada Tahun 1998. Paradigma Good 

Governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan 

yang dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Penyelenggaraan urusan 

publik yang bersifat sentralistis, non partisipatif dan tidak akomodatif terhadap 

kepentingan publik telah menumbuhkan rasa ketidakpuasan pada kinerja 

pemerintahan terdahulu, yang kemudian memunculkan paradigma baru yaitu 

Good Governance. 

Menurut Mardiasmo (2002:24) World Bank mendefinisikan Good 

Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid 

dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 

efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam 

implementasinya sendiri, di Indonesia belum sepenuhnya mampu menciptakan 

Good Governance. Pada sepanjang tahun 2017, ada 7 Kepala Daerah yang 

ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akibat 

tersangkut masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). (diakses melalui 

http://news.liputan6.com/read/3110149/7-kepala-daerah-tersangka-korupsi-2017 

pada tanggal 20 Januari 2018). 

Masih tingginya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pada 

beberapa instansi pemerintah merupakan salah satu penyebab Good Governance 

masih belum bisa tercapai. Untuk mencapai Good Governance dalam 

penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya penerapan prinsip-prinsip atau 
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karakteristik Good Governance. Menurut Widodo (2001:23), tata kepemerintahan 

yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan 

pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada 

prinsip-prinsip, antara lain transparan, akuntabel, profesional, efisiensi dan efektif. 

Sedangkan menurut UNDP (United Nations Development Program) dalam 

Mardiasmo (2002:24) Good Governance memiliki beberapa karakteristik yaitu: 

1. Partisipasi (Partisipation), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Kepastian Hukum (Rule of Law), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan 

tanpa pandang bulu. 

3. Transparansi (Transparancy), informasi yang berkaitan dengan kepentingan 

publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 

4. Daya Tanggap (Responsiveness), lembaga publik harus cepat dan tanggap 

dalam melayani stakeholder. 

5. Berorientasi pada Kesepakatan (Consensus Orientation), berorientasi pada 

kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

6. Keadilan (Equity), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 

7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness & Efficiency), pengelolaan sumber daya 

publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 

8. Akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban kepada publik atas setiap 

aktivitas yang dilakukan. 

9. Visi Strategik (Strategic Vision), penyelenggara pemerintahan dan masyarakat 

harus memiliki visi jauh kedepan. 

Penelitian ini difokuskan pada 3 karakteristik Good Governance yaitu 

transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Dimana menurut Mardiasmo 

(2002:25) paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi 

sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas dan 

efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia, desa diberikan 

kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab 4 pasal 18, dijelaskan bahwa 

kini setiap desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul dan adat 

istiadat. Segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan dan 

tanggungjawab desa itu sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab 1 pasal 1, disebutkan 

bahwa pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa mendorong desa untuk mampu menyelenggarakan 

pemerintahannya dengan baik, dengan menyalurkan Dana Desa (DD) yang 

bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari 

APBD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan peningkatan 

kapasitas masyarakat melalui pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan 

penyediaan infrastruktur desa yang memadai. 

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh setiap 

desa tidaklah sama. Hal tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing desa, untuk Dana Desa (DD) pengalokasiannya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

APBN pada bab 3 pasal 12 dan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) 

pengalokasiannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah masing-masing. Dengan 

adanya penetapan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam jumlah 

besar, pemerintah desa diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan desa 

dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik Good 

Governance. 

Hal tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa pada pasal 24 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

pemerintah desa dijalankan berdasarkan asas-asas kepastian hukum, tertib 

penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, 
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proporsionalitas,  profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan 

lokal, keberagaman, dan partisipatif. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien merupakan upaya pemerintah 

dalam mewujudkan Good Governance pada tingkat desa, karena pada dasarnya 

suksesnya pembangunan dimulai dari desa yang merupakan akar dari daerah 

otonom dalam tataran Pemerintahan Daerah. 

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan 

pemerintahan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. 

Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pemerintah tersebut dikenal 

dengan nama Electronic Government. Inisiatif Electronic Government di 

Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government 

yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam 

proses pemerintahan (Electronic Government) akan meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 

Menurut World Bank, Electronic Government didefinisikan sebagai berikut: 

“e-government refers to the use by government agencies of 

information technologies (such as Wide Area Network, the internet, 

and mobile computing) that have the ability to transform relations 

with citizens, business, and other arms of government.” (diakses 

melalui http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government 

pada tanggal 3 Desember 2017). 

 

Electronic Government merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lembaga pemerintah atau 

lembaga publik dalam rangka meningkatkan hubungan antara pemerintah dan 

pihak-pihak lain (masyarakat, pengusaha, maupun instansi lain) dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Indrajit 

dalam Hidayat dkk. (2014:2-3) mengklasifikasikan relasi Electronic Government 

dengan domain-domain yang ada pada masyarakat dalam 4 klasifikasi yaitu: 
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1. G-to-C (Government to Citizens), pemerintah membangun dan menerapkan 

teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan 

masyarakat. 

2. G-to-B (Government to Bussiness), pada tipe ini pemerintah membangun dan 

menerapkan teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi 

dengan pihak swasta. 

3. G-to-G (Government to Government), pemerintah membangun dan 

menerapkan teknologi informasi dengan adanya kebutuhan bagi komunikasi 

trans-negara. 

4. G-to-E (Government to Employees), Electronic Government sebagai upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintahan yang bekerja pada 

institusi sebagai pelayan masyarakat. 

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan sistem 

pengelolaan keuangan desa berbasis Electronic Government yang disebut dengan 

Electronic Village Budgeting. Electronic Village Budgeting merupakan 

merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan desa berbasis online yang 

dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sistem pengelolaan keuangan 

terintegrasi dalam jaringan (online) ini diresmikan pada hari Minggu, 7 Desember 

2014 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 

Marwan Ja’far dalam Pameran Akuntabilitas Publik Banyuwangi dengan 

mengakses login pada laman web Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari. (diakses 

melalui https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-resmikan-

e-village-budgeting-Banyuwangi.html pada tanggal 3 Desember 2017). 

Dengan adanya Electronic Village Budgeting nantinya dapat 

mempermudah proses pengelolaan keuangan pada tingkat desa, serta memberi 

perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan keuangan desanya 

sesuai dengan aturan perundangan dan mencegah timbulnya potensi korupsi di 

desa dengan jumlah dana desa yang relatif besar. Menurut Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
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Desa di Kabupaten Banyuwangi pada bab 1 pasal 1, Electronic Village Budgeting 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Electronic Village Budgeting merupakan suatu sistem aplikasi 

teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan 

keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah 

Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, 

penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.” 

  

Sistem ini dapat diakses melalui alamat website 

http://evb.banyuwangikab.go.id/ akan tetapi hak aksesnya dibatasi untuk 

pengguna tertentu saja. Penggunaan sistem ini dikelompokkan dalam tiga grup, 

yaitu grup administrator untuk para administrator aplikasi, grup eksekutif untuk 

para pengambil keputusan (eksekutif/manajerial) dan grup operator RKA untuk 

pihak desa yang mengisikan laporan keuangan ke EVB. Berikut merupakan 

tampilan awal sistem Electronic Village Budgeting: 

 

Gambar 1.1 Tampilan awal Electronic Village Budgeting 

Sumber: http://evb.banyuwangikab.go.id/ diakses oleh Operator EVB Desa Tegalrejo 

pada tanggal 11 Januari 2018 

Sistem Electronic Village Budgeting mulai diperkenalkan dan digunakan 

pada tahun 2014. Akan tetapi, penggunaannya diwajibkan kepada seluruh desa di 

Kabupaten Banyuwangi setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://evb.banyuwangikab.go.id/
http://evb.banyuwangikab.go.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7 

 

sehingga pada tahun 2015 seluruh desa diwajibkan memakai sistem tersebut. 

Penggunaan Electronic Village Budgeting diatur dalam Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa di Kabupaten Banyuwangi pada bab 6 pasal 48 yang menyebutkan bahwa: 

(1) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi yang dibangun 

oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap 

sesuai dengan perkembangan pembangunan sistem aplikasi 

dimaksud. 

(2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan 

melalui aplikasi EVB (e-Village Budgeting) yang terintegrasi di 

dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

 

Sebagai salah satu daerah otonom yang sah, pada tahun 2016 Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi menyalurkan Dana Desa (DD) dengan total keseluruhan 

sebesar Rp 134.467.216.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan total 

keseluruhan sebesar Rp 93.018.369.000 kepada seluruh desa di Kabupaten 

Banyuwangi. Setiap desa tidaklah sama jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi 

Dana Desa (ADD) yang diterima, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN pada bab 3 pasal 12, 

pengalokasian Dana Desa (DD) pada setiap desa dihitung berdasarkan jumlah 

penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan 

geografis yang dijabarkan sebagai berikut: 

(3) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan 

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot: 

a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa; 

b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan 

c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa. 

 

Untuk besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi setiap desa di Kabupaten 

Banyuwangi diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa 

yang Bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi pada bab 3 pasal 5. 

Penghitungan besarnya Alokasi Dana Desa pada setiap desa ditentukan 
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berdasarkan indikator jumlah aparatur pemerintah desa, jumlah penduduk desa, 

angka kemiskinan, dan luas wilayah desa yang dijabarkan sebagai berikut: 

(2) Indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan 

bobot: 

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk aparatur pemerintah 

desa; 

b. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk indikator jumlah 

penduduk desa; 

c. 35% (tiga puluh per seratus) untuk indikator angka 

kemiskinan; 

d. 15% (lima belas per seratus) untuk indikator luas wilayah. 

 

Berikut merupakan besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa 

(ADD) pada tahun 2016 yang telah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi: 

Tabel 1.1 Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2016 

No Nama Kecamatan Besaran Dana Desa (Rp.) Besaran Alokasi Dana 

Desa (Rp.) 

1 Pesanggaran 3.743.062.000 2.581.778.000 

2 Bangorejo 5.117.378.000 3.452.278.000 

3 Purwoharjo 5.730.315.000 4.014.519.000 

4 Tegaldlimo 6.168.713.000 4.250.486.000 

5 Muncar 7.577.718.000 5.015.985.000 

6 Cluring 6.399.236.000 4.356.863.000 

7 Gambiran 4.307.471.000 2.790.644.000 

8 Srono 7.106.650.000 4.899.828.000 

9 Genteng 4.225.406.000 2.501.189.000 

10 Glenmore 5.403.199.000 3.585.179.000 

11 Kalibaru 4.554.512.000 3.072.733.000 

12 Singojuruh 7.414.690.000 5.313.286.000 

13 Rogojampi 12.173.450.000 8.490.203.000 

14 Kabat 10.784.296.000 7.702.553.000 

15 Glagah 5.270.120.000 3.750.343.000 

16 Giri 1.355.107.000 1.041.587.000 

17 Wongsorejo 8.682.599.000 5.923.111.000 

18 Songgon 6.512.311.000 4.766.677.000 

19 Sempu 5.110.658.000 3.484.734.000 

20 Kalipuro 3.495.834.000 2.401.946.000 

21 Siliragung 5.567.616.000 2.506.134.000 

22 Tegalsari 4.304.781.000 3.082.363.000 

23 Licin 5.462.104.000 4.060.950.000 

 Jumlah 134.467.216.000 93.018.369.000 

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi (diolah dan 

dikutip oleh peneliti pada tahun 2017) 
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Pada tahun 2016 Kecamatan Tegalsari memperoleh dana yang cukup 

besar, yaitu Dana Desa sebesar Rp 4.304.781.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar 

Rp 3.082.363.000 untuk disalurkan pada setiap desa. Kecamatan Tegalsari 

merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi yang 

terdiri dari 6 desa, yaitu Desa Tegalsari, Karangdoro, Tamansari, Dasri, 

Karangmulyo dan Tegalrejo. Untuk besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang disalurkan pada setiap desa di Kecamatan Tegalsari dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan 

Tegalsari Tahun 2016 

No Nama Desa Besaran Dana Desa (Rp.) Besaran Alokasi Dana 

Desa (Rp.) 

1 Tegalsari 793.261.000 577.371.000 

2 Karangdoro 723.532.000 504.842.000 

3 Tamansari 695.956.000 491.762.000 

4 Dasri 701.564.000 523.310.000 

5 Karangmulyo 693.396.000 497.508.000 

6 Tegalrejo 697.072.000 487.570.000 

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi (diolah dan 

dikutip oleh peneliti pada tahun 2017) 

Dengan besarnya dana yang diterima berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi 

Dana Desa (ADD) oleh masing-masing desa, maka seluruh desa di Kabupaten 

Banyuwangi dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam 

pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan Electronic Village Budgeting. 

Berdasarkan wawancara, ditemukan beberapa kendala atau masalah dalam 

pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa 

Tegalrejo, seperti keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Bapak 

Sugiono selaku Bendahara Desa di Desa Tegalrejo pada tanggal 1 November 

2017 mengungkapkan bahwa “Electronic Village Budgeting ini sudah 3 tahun 

berjalan, akan tetapi untuk kami baru 2 tahun sebenarnya, untuk tahun 2014 itu 

kami hanya bisa membuka pintu istilahnya”. 

Meskipun pada saat peresmian EVB pada tahun 2014 Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far 

meresmikannya dengan mengakses login pada laman web Desa Tegalrejo yang 
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secara operasional sudah dapat digunakan dan pada tahun 2015 penggunaannya 

sudah diwajibkan. Akan tetapi penggunaan sistem tersebut di Desa Tegalrejo baru 

sepenuhnya digunakan pada tahun 2016 oleh perangkat desa Tegalrejo karena 

keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan wawancara 

juga ditemukan keterlambatan dalam pencairan Dana Desa (DD) pada tahun 2016 

di Desa Tegalrejo, hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Realisasi Penggunaan 

Dana Desa Semester Akhir Desa Tegalrejo Tahun 2016. 

Tabel 1.3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Desa Tegalrejo 

Tahun 2016 

No Uraian Nomor Tanggal 

Bukti Penyaluran 

(SP2D) 

Rp. 

Jumlah 

Penerimaan 

(Debet) 

Rp. 

Jumlah 

Pengeluaran 

(Kredit) 

Rp. 

1 Pendapatan    

1.2 Pendapatan 

Transfer 

   

1.2.01 Dana Desa  697.072.000 697.072.000 

 - Tahap 

Pertama 

08469 

Tgl, 8-6-2016 

418.235.000  

 - Tahap 

Kedua 

17554 

Tgl, 18-10-2016 

278.837.000  

Sumber: Arsip Pemerintahan Desa Tegalrejo tahun 2016 

Dapat diketahui pada tabel 1.3 pencairan Dana Desa tahap pertama dan 

kedua di Desa Tegalrejo mengalami keterlambatan dan baru dicairkan pada 

tanggal 8 Juni 2016 pada tahap pertama dan tanggal 18 Oktober 2016 pada tahap 

kedua. Padahal pada tahun 2016 Desa Tegalrejo sudah menggunakan sistem 

Electronic Village Budgeting yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam 

pengelolaan keuangan desa. Seharusnya proses pencairan untuk Dana Desa tahap 

pertama sudah dapat dicairkan pada bulan Maret dan tahap kedua pada bulan 

Agustus, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana 

Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi pada bab 4 pasal 8 yaitu: 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran 

berjalan dengan ketentuan: 

a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); 
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b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). 

Berawal dari latar belakang mengenai besarnya dana yang diterima oleh 

desa berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dituntut 

untuk mampu mengelola keuangan desanya dengan transparan, akuntabel, efektif 

dan efisien, menariknya sistem pengelolaan keuangan desa di Kabupaten 

Banyuwangi yang disebut Electronic Village Budgeting, serta dengan mengacu 

pada permasalahan yang terdapat di Desa Tegalrejo, peneliti tertarik untuk 

mengetahui Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan 

Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo 

Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Silalahi (2012:44) masalah adalah perasaan tidak menyenangkan 

dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu. Lebih lanjut lagi, masalah 

penelitian dapat muncul akibat adanya keingintahuan, keraguan, kesangsian, 

kebingungan atas adanya suatu fenomena. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan, maka peneliti mengambil rumusan masalah “Bagaimana Transparansi, 

Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa melalui 

Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2016?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban 

terhadap suatu masalah, oleh karena itu setiap aktivitas dalam sebuah penelitian 

pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberi arah 

pada saat seorang peneliti melakukan aktivitas penelitiannya agar dalam proses 

tersebut peneliti tidak keluar atau menyimpang dari tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. Menurut Usman dan Akbar (2009:30) tujuan dari penelitian adalah 

pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai. Berdasarkan uraian tentang 

rumusan masalah yang hendak diteliti, maka peneliti menetapkan tujuan 

penelitian ini adalah “Mendeskripsikan Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas 
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dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting 

di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Menurut Usman dan Akbar (2009:31) kegunaan penelitian dapat dibagi 

atas dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun 

sumbangasih berupa konsep terhadap pengembangan Ilmu Admininstrasi 

Negara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis. 

b. Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta input 

yang positif bagi pemerintah desa dan masyarakat terkait pengelolaan 

keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Krangka Tinjauan Pustaka 

Berikut merupakan kerangka tinjauan pustaka yang digunakan untuk 

memberi gambaran mengenai konsep yang digunakan oleh peneliti sebagai alur 

berpikir dalam penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka 

 

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), Administrasi publik 

adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan 

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola 

(manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik 

merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur public 

affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu 

disiplin ilmu, adminitrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah 

publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, 

sumberdaya manusia, dan keuangan. Good Governance muncul sebagai 

Electronic 

Village Budgeting 

Good Governance 

Electronic 

Government 

Administrasi Publik 

1. Transparansi 

2. Akuntabilitas 

3. Efektivitas dan 

Efisiensi 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Pengelolaan 

Keuangan  Desa 
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paradigma baru dalam perkembangan ilmu administrasi publik, yang diartikan 

sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan 

yang bersih, demokratis, dan efektif. 

Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 

pesat, Sistem Informasi Manajemen (SIM) digunakan untuk memberikan 

dukungan informasi dan pengolahan fungsi manajemen dalam pengambilan 

keputusan pada organisasi. Konsep Electronic Government muncul sebagai salah 

satu inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governance). Dalam mewujudkan Good Governance, penggunaan Electronic 

Government menjadi salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. 

Sebagai daerah otonom yang sah, desa diberi kewenangan seluas-luasnya dalam 

mengatur urusan pemerintahannya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan 

desa yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga desa 

dituntut untuk dapat mengelola keuangannya dengan transparan, akuntabel, efektif 

dan efisien. 

Sebagaimana disebutkan oleh Mardiasmo (2002:25), ketiga karakteristik 

tersebut dapat diterapkan oleh akuntansi sektor publik untuk menciptakan Good 

Governance dalam pengelolaan keuangan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut 

penggunaan Electronic Government dapat digunakan sebagai salah satu inovasi 

dalam pengelolaan keuangan desa, dimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

mengembangkan sistem Electronic Village Budgeting sebagai sarana dalam 

perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa sebagaimana 

disebutkan dalam Perbup Banyuwangi No.15 Tahun 2015. Sehingga, fokus dalam 

penelitian ini adalah pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting. 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat tentang landasan teori yang diperoleh dari 

pustaka guna mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan 

prinsip dasar untuk pemecahan permasalahan yang hendak diteliti. Keberadaan 

teori dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang mendasar dalam 
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memahami dan mengkaji suatu fenomena. Menurut Kelinger dalam Sugiyono 

(2011:52) teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proporsisi 

yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi 

hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan 

meramalkan fenomena. Menurut Silalahi (2012:112) konsep adalah sebagai 

abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari 

sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu.  

Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang 

terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena 

tertentu. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Good Governance 

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut Good 

Governance merupakan suatu konsep yang muncul sebagai upaya mengatasi 

sistem pemerintahan terdahulu yang bersifat sentralistis dan cenderung kurang 

demokratis. Good Governance dipahami sebagai suatu penyelenggaraan 

pemerintah yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pencegahan korupsi 

baik secara politik maupun administratif. Peneliti menganggap penting untuk 

membahas konsep Good Governance, karena konsep Good Governance sesuai 

dengan apa yang akan diteliti yaitu pengelolaan keuangan desa dimana 

menurut Mardiasmo (2002:25) terdapat 3 karakteristik Good Governance yaitu 

transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi yang dapat diterapkan 

dalam pengelolaan keuangan publik. Sehingga dalam penelitian ini Good 

Governance akan dilihat dari sisi transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan 

efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village 

Budgeting. 

b. Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer 

yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki 

kebutuhan serupa. Para pengguna Sistem Informasi Manajemen biasanya 
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terdiri dari entitas-entitas organisasi formal perusahaan atau sub-unit anak 

perusahaannya. Sistem Informasi Manajemen menggunakan berbagai jenis 

teknologi informasi dalam menghasilkan suatu produk berupa informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Peneliti membahas konsep ini karena sesuai dengan 

apa yang akan diteliti yaitu penggunaan teknologi informasi berbasis website 

yang disebut Electronic Village Budgeting dalam pengelolaan keuangan desa. 

Dimana informasi mengenai laporan realisasi penggunaan keuangan desa dapat 

dengan mudah dilihat oleh pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah 

Kabupaten, sehingga dapat memberikan dukungan informasi yang dibutuhkan. 

c. Electronic Government 

Electronic Government merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan media elektronik. 

Konsep Electronic Government muncul karena adanya tuntutan globalisasi, 

serta sebagai salah satu inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (Good Governance). Hal tersebut didukung dengan adanya Instruksi 

Presiden No.3 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa penggunaan Electronic 

Government akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peneliti membahas konsep ini 

karena sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu penggunaan Electronic 

Government sebagai sarana dalam pengelolaan keuangan desa yang disebut 

dengan Electronic Village Budgeting. 

d. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana desa diberi kewenangan untuk 

mengurus pemerintahannya secara mandiri sebagai implementasi dari otonomi 

daerah. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Sebagai pengelola keuangan publik, pemerintah desa dituntut 

untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik 

Good Governance dalam mengelola keuangan desa sebagai upaya pencegahan 

korupsi baik secara politik maupun administratif. Dalam hal ini, keuangan desa 
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bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada pihak yang lebih tinggi saja, akan 

tetapi juga kepada publik diperlukan untuk mencegah penyelewengan dana 

yang relatif besar, sehingga peneliti menganggap penting untuk membahas 

konsep ini. 

e. Electronic Village Budgeting 

Electronic Village Budgeting merupakan sistem pengelolaan keuangan 

desa berbasis Electronic Government yang dikembangkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014. Electronic Village Budgeting 

dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan 

keuangan desa. Penggunaan sistem Electronic Village Budgeting merupakan 

salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan 

transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan 

keuangan desa yang sesuai dengan prinsip atau karakteristik Good 

Governance. Dengan adanya Electronic Village Budgeting dapat menghindari 

penyelewengan keuangan desa karena Pemerintah Kabupaten dapat mengawasi 

dengan mudah melalui sistem tersebut. Serta dalam penganggaran, 

penatausahaan dan pelaporan keuangan desa tidak lagi secara manual, akan 

tetapi melalui website sehingga lebih efektif dan efisien. 

 

2.3 Good Governance 

Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan konsep baru 

dalam perkembangan Administrasi Publik. Good Governance muncul sebagai 

tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan 

yang sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. 

Penyelenggaraan pemerintahan terdahulu dianggap tidak sesuai lagi dengan 

tatanan masyarakat yang telah berubah. Good Governance di Indonesia sendiri 

mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi dimana pada era 

tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses 

demokrasi yang bersih, sehingga Good Governance merupakan salah satu alat 

reformasi yang diterapkan dalam pemerintahan baru. 
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2.3.1 Pengertian Good Governance 

World Bank memberikan definisi governance sebagai "the way state 

power is used in managing economic and social resources for development of 

society”. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) 

mendefinisikan governance sebagai "the exercise of political, economic, and 

administrative authority to manage a nation's affair at all levels" (Mardiasmo 

2002:23). Dapat diketahui dari definisi tersebut, World Bank lebih menekankan 

pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk 

kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada 

aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Dimana 

Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy 

formulation). Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan 

di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan 

kemiskinan, dan kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada sistem 

implementasi kebijakan. 

Oleh karena itu, institusi dari governance ini meliputi tiga domain yaitu 

state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), 

dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya 

masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik 

dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, 

sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik 

termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Adisasmita (2011:23) arti 

good dalam good governance mengandung dua pengertian. Yang pertama, nilai-

nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang 

dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) 

kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.  

Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien 

dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan 

pengertian ini, good governance berorientasi pada ideal negara yang diarahkan 

pada pencapaian tujuan nasional, pemerintahan yang berfungsi secara efektif dan 
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efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Sementara itu, World 

Bank dalam Mardiasmo (2002:24) mendefinisikan Good Governance sebagai 

suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara 

politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal 

and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

 

2.3.2 Karakteristik Good Governance  

UNDP (United Nations Development Program) memberikan definisi good 

governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, 

sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP dalam Mardiasmo 

(2002:24) menyebutkan Good Governance memiliki beberapa karakteristik yaitu: 

1. Partisipasi (Partisipation), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 

perwakilan yang dapat dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan 

berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Kepastian Hukum (Rule of Law), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan 

tanpa pandang bulu.  

3. Transparansi (Transparancy), transparansi dibangun atas dasar kebebasan 

memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik 

secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 

4. Daya Tanggap (Responsiveness), lembaga-lembaga publik harus cepat dan 

tanggap dalam melayani stakeholder. 

5. Berorientasi pada Kesepakatan (Consensus Orientation), berorientasi pada 

kepentingan masyarakat yang lebih luas. Good Governance menjadi perantara 

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi 

kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan maupun dalam prosedur. 

6. Keadilan (Equity), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 
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7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness & Efficiency), proses dan lembaga 

menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan 

sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Pengelolaan sumber daya 

publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).  

8. Akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban kepada publik atas setiap 

aktivitas yang dilakukan. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor 

swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan 

lembaga-lembaga stakeholders. 

9. Visi Strategik (Strategic Vision), penyelenggara pemerintahan dan masyarakat 

harus memiliki visi jauh kedepan. 

Dari sembilan karakteristik tersebut, menurut Mardiasmo (2002:25) paling 

tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu 

penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas dan efisiensi dalam 

pengelolaan keuangan publik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga 

karakteristik tersebut karena sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu 

pengelolaan keuangan desa. 

 

2.3.3 Transparansi 

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, 

maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip 

transparansi (keterbukaan). Transparansi penyelenggaraan pemerintahan memiliki 

arti penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui 

kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang berarti yakni 

disamping sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada 

rakyat, dapat juga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau 

Good Governance serta dapat mengurangi kesempatan praktik Kolusi, Korupsi, 

dan Nepotisme (KKN). 

Mardiasmo dalam Tahir (2011:163) mengemukakan bahwa transparansi 

adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan 

daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. 
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Selanjutnya, Tjokromidjoyo dalam Tahir (2011:163) menjelaskan bahwa 

transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) 

mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan 

usaha. Good Governance tidak memperbolehkan manajemen pemerintahan yang 

tertutup. Menurut Smith dalam Tahir (2011:164), mengemukakan bahwa proses 

transparansi meliputi: 

a. Standard procedural requirements (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa 

proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan 

kebutuhan masyarakat.  

b. Consultation processes (Proses Konsultasi), adanya dialog antara pemerintah 

dan masyarakat. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, 

maka seluruh proses dalam pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk keterbukaan kepada 

publik. 

c. Appeal right (Permohonan izin), adalah pelindung utama dalam proses 

pengaturan. Standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya 

korupsi. 

 

2.3.4 Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Sedarmayanti, 2003:3). 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:20), Akuntabilitas publik merupakan 

kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan kepada 

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan meminta 

pertanggungjawaban tersebut. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang akuntabilitas yang dijelaskan 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban yang diberikan oleh para pemegang kekuasaan untuk 
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menyajikan dan melaporkan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, 

termasuk dalam hal pengelolaan keuangan sektor publik. Pertanggungjawaban 

tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik kepada otoritas 

yang lebih tinggi maupun masyarakat luas sebagai pencegah timbulnya praktik 

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Menurut Mardiasmo (2009:21) 

akuntabilitas publik memiliki dua macam bentuk yaitu akuntabilitas vertikal dan 

akuntabilitas horizontal. Berikut penjelasan mengenai kedua bentuk akuntabilitas 

tersebut: 

a. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) 

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan 

dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, 

kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, Dana 

Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati/Walikota berupa 

laporan semester pertama yang diberikan paling lambat pada bulan Juli tahun 

berjalan. Serta laporan semester kedua/akhir tahun yang disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

b. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) 

Pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, pemerintah desa dalam 

pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat luas. Dimana sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 40 yang menyebutkan bahwa: 

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan 

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

2. Media informasi yang dimaksud, antara lain papan pengumuman, radio 

komunitas, dan media informasi lainnya. 
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2.3.5 Efektifitas dan Efisiensi 

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya berhubungan 

dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas juga 

dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah 

ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya maka 

telah berjalan dengan efektif. Menurut Siagian (2001:24) efektivitas menekankan 

pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara 

mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output. 

Sedangkan efisiensi menurut Mardiasmo (2009:132), diartikan sebagai 

pengelolaan sumber daya publik secara berdaya guna. Suatu kerja organisasi 

dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, 

produktifitas, dan performance. 

 

2.4 Sistem Informasi Manajemen 

McLeod dan P.Schell (2008:12) mendefinisikan Sistem Informasi 

Manajemen (Management Information System) sebagai suatu sistem berbasis 

komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki 

kebutuhan serupa. Para pengguna SIM biasanya terdiri atas entitas-entitas 

organisasi formal perusahaan atau sub-unit anak perusahaannya. Informasi yang 

diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya 

dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa 

yang kemungkinan akan terjadi di masa depan, SIM akan menghasilkan informasi 

ini melalui penggunaan dua jenis peranti lunak: 

a. Peranti lunak pembuat laporan (report-writing software) yang menghasilkan 

laporan berkala maupun laporan khusus. Laporan berkala dikodekan dalam 

suatu bahasa program dan disiapkan sesuai jadwal tertentu. Laporan khusus, 

yang sering disebut pula laporan ad hoc, dibuat sebagai tanggapan atas 

kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi sebelumnya. Sistem manajemen 

basis data dewasa ini memiliki fitur-fitur yang dapat dengan cepat membuat 

laporan sebagai respon atas permintaan akan data atau informasi tertentu. 
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b. Model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas 

operasi perusahaan. Model-model matematis yang menggambarkan operasi 

perusahaan dapat ditulis menggunakan semua jenis bahasa pemrograman. 

Akan tetapi, bahasa-bahasa permodelan khusus dapat menjadikan tugas ini 

menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan. 

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang direncanakan 

untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Output informasi yang 

dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang akan memecahkan masalah 

(baik itu manajer maupun kalangan profesional) dalam mengambil keputusan 

guna memecahkan masalah perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka hal pokok 

dari Sistem Informasi Manajemen merupakan sebuah esensi dari Electronic 

Government yaitu pemerintah mengoptimalkan penggunaan teknologi dan 

informasi dalam memberikan akses informasi sehingga didapatkan suatu kerangka 

besar Sistem Informasi Manajemen dari Pemerintah. 

 

2.5 Electronic Government 

 Electronic Government merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lembaga pemerintah atau 

lembaga publik dalam rangka meningkatkan hubungan antara pemerintah dan 

pihak-pihak lain (masyarakat, pengusaha, maupun instansi lain) dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Electronic 

Goverment menjadi salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah dalam 

memberikan pelayanan, untuk menghindari prosedur yang bersifat red-tape, juga 

mengimbangi pesatnya penggunaan Internet oleh pihak swasta.  

Sebagai suatu konsep baru dalam penyelenggaran pemerintahan, 

diperlukan suatu domain yang tepat untuk mengahantarkan layanan Electronic 

Government ini. Indrajit dalam Hidayat dkk. (2014:2-3) mengklasifikasikan relasi 

Electronic Government dengan domain-domain yang ada pada masyarakat dalam 

4 klasifikasi yaitu: 
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1. G-to-C (Government to Citizens) 

Tipe ini merupakan relasi yang bersifat paling umum, dimana pemerintah 

membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan 

tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. 

2. G-to-B (Government to Bussiness)  

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk suatu 

lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian suatu negara dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan berbagai aktivitasnya, 

entitas bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak data dan 

informasi mengenai pemerintahan yang berkaitan dengan usaha mereka. 

3. G-to-G (Government to Government)  

Pada era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi komunikasi 

trans-negara. Kebutuhan untuk berinteraksi antar negara ini tidak hanya 

berkisar pada kebutuhan diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk 

memperlancar kerjasama antar negara tersebut (Masyarakat, Dunia Usaha, 

Militer, dsb) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi 

perdagangan, proses politik, proses demokratisasi, mekanisme hubungan 

sosial-budaya,dll. 

4. G-to-E (Government to Employees) 

Aplikasi Electronic Government juga berguna untuk meningkatkan kinerja 

dan kesejahteraan para pegawai atau karyawan pemerintahan yang bekerja di 

sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. 

 Setelah diketahui domain penerima layanan, Indrajit dalam Hidayat dkk. 

(2014:2-3) menjelaskan beberapa tahapan dalam pemberian layanan pada 

Electronic Government, kategorisasi tersebut didasarkan atas dua aspek yaitu 

aspek komplekitas dan aspek manfaat. Aspek komplekitas yaitu menyangkut 

beberapa komponen anatomi sebuah aplikasi Electronic Government yang ingin 

dibangun, sedangkan aspek manfaat adalah kegunaan yang dirasakan oleh user 

(pengguna). Tiga kategorisasi tersebut dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Publish 

Pada kategori ini adalah tingkatan pelayanan Electronic Government yang 

paling mudah. Kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah 

sumber daya yang besar dan beragam. Ciri utama dari kategori publish ini 

yaitu: (a) adanya komunikasi satu arah, (b) bersifat pasif, (c) kanal akses yang 

digunakan adalah komputer/telephone/mobilephone melalui medium internet, 

dan (d) User (Pengguna) dapat melakukan browsing (jelajah) terhadap data 

yang dibutuhkan. Kategori publish ini dapat diaplikasikan ke dalam beberapa 

bentuk, misalnya masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk 

perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh 

lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Bentuk aplikasi lainnya yaitu 

para pengusaha dapat mengetahui syarat mendirikan suatu perusahaan 

sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, dan bagaimana prosedur 

pendirian harus dilaksanakan. 

2. Interact 

Ketegori interact ini merupakan tingkat pelayanan Electronic Government 

pada tataran menengah yang ditandai dengan adanya interaksi yang bersifat 

timbal balik. Ciri utama dari tingkatan pelayanan ini bisa dilihat dari dua hal. 

Pertama, adanya komunikasi dua arah. Kedua, terdapat dua jenis aplikasi yang 

digunakan, yaitu: (a) bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas 

searching (alat pencari alamat) bagi mereka yang menginginkan mencari data 

atau informasi secara spesifik, dan (b) pemerintah menyediakan kanal dimana 

masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang 

berkepentingan, baik secara langsung (Chatting, Voice over Internet protocol 

(Voip), tele-conference, web-tv, dan sebagainya). Bentuk-bentuk aplikasi 

penggunaan Electronic Government yang termasuk dalam kategori interact 

contohnya yaitu sebuah departemen sebagai bagian dalam pemerintahan dapat 

melakukan wawancara melaui chatting atau e-mail dalam proses rekrutmen 

pegawai baru. Contoh lain dari kategori ini yaitu perusahaan swasta dapat 

menjajaki kemungkinan untuk berinvestasi dengan adanya tanya jawab melalui 

Tele-conference melaui Voip mengenai tender. 
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3. Transact 

Sebagaimana dengan kategori interact, pada kategori transact juga terjadi 

hubungan timbal balik, dengan adanya penggunaan uang dalam mekanisme 

transaksi tersebut. Ciri utama dari tingkatan pelayanan pada kategori transact 

ini yang pasti adalah adanya interaksi dua arah, dimana transaksi yang 

dilakukan berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak kepada pihak 

lainnya. Masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang telah diberikan 

pemerintah atau mitra kerjanya. Aplikasi Electronic Government yang 

tergolong pada kategori transact salah satunya dapat ditemukan pada 

pembuatan dokumen kependudukan. Masyarakat dapat mengurus segala 

sesuatu yang berkaitan dengan dokumen kependudukan dan administrasi 

kepemerintahan (misal: Pembayaran pajak, SIM, KTP, Akta Tanah, Surat 

Tanda daftar perusahaan, dsb) melalui fasilitas internet. Contoh lain yaitu pada 

kegiatan jual beli online, para praktisi bisnis dapat menjual ataupun membeli 

segala komoditas melalui internet (misal: sepatu, buku, kaos, penganan, suku 

bunga berjangka, dan lain-lain). 

 

2.6 Pengelolaan Keuangan Desa 

Sesuai amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa 

memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 

pemerintahannya sendiri, pada pasal 1 ayat 1 yang dijelaskan sebagai berikut: 

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. 

 

Jadi dapat diketahui bahwa desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban 

dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan hak 

asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat, termasuk dalam 

hal pengelolaan keuangannya. 
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2.6.1 Pengertian Pengelolaan 

 Menurut Prajudi dalam Adisasmita (2011:21) mengatakan bahwa 

pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya 

yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja 

tertentu. Selanjutnya Soekanto dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan 

bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang 

dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai 

dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Hamalik, O dalam Adisasmita 

(2011:22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana 

manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya 

melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan  yang 

meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

1. Perencanaan 

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara 

sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko 

dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) 

pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, 

proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan 

perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik 

akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi. 

Lembaga Administrasi Negara dalam Adisasmita (2011:23) merumuskan 

pengertian perencanaan sebagai berikut: 

a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses 

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan 

penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan. 
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c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-

perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu. 

Pengertian perencanaan tadi memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur 

penting dalam suatu perencanaan. Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indoensia dalam Adisasmita (2011:23) merumuskan unsur-unsur perencanaan 

sebagai berikut: 

a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak 

dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki 

masyarakat yang bersangkutan. 

b. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-

tujuan tersebut. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perencanaan yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan 

merupakan proses mempersiapkan suatu rencana sebagai pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. 

2. Pelaksanaan 

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo dalam Adisasmita (2011:24) 

mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam 

bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu 

tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. 

Adisasmita (2011:24) mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu 

dalam arti yang dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan 

sesuatu yang dikehendaki dan pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, 

tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan 

keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. Menurut Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia dalam Adisasmita (2011:24) merumuskan pengertian 

pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota 

organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

Lebih lanjut Westra, dkk dalam Adisasmita (2011:24) mengemukakan 

pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan 

semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan 
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melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan 

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pelaksanaan yang telah dikemukakan di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan bentuk 

tindakan dari apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati sebelumnya. 

3. Pengawasan 

Menurut Handoko dalam Adisasmita (2011:25) pengawasan adalah 

penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk menilai keberhasilan 

suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari 

rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan. Dalam fungsi pengawasan terdapat 

tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan 

penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan 

diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan 

sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian.  

Firman B. Aji dan Martin Sirait dalam Adisasmita (2011:25) 

mengemukakan pentingnya pelaporan sebagai bagian dari siklus manajemen 

karena dalam laporan terdapat segala atau gambaran tentang rencana yang telah 

dilaksanakan hingga dapat dilaksanakan dan berhasil dilaksanakannya. Dengan 

melaksanakan fungsi pengawasan dalam keuangan daerah secara berdisiplin 

berarti penyimpangan dan kebocoran penggunaan dana yang merugikan 

pemerintah daerah yang dapat dicegah atau dikurangi menjadi seminimal 

mungkin. Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan 

merupakan penilaian kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan perencanaan 

yang telah dibuat. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


31 

 

2.6.2 Keuangan Desa 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 

dalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa 

tersebut (Nurcholis, 2011:81). Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 

tentang Desa pada pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa:  

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak 

dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.” 

 

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

mendorong desa untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik 

dengan memberikan perluasan pada sumber-sumber keuangan desa untuk 

mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan peningkatan kapasitas 

masyarakat melalui pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan 

infrastruktur desa yang memadai. 

 

2.6.3 Sumber Keuangan Desa 

Dengan diterapkannya Undang-Undang Desa berimplikasi pada perluasan 

sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh desa. Menurut Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 9, 

pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang 

merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh desa. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok: 

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa): 

1. Hasil usaha, berupa hasil Bumdes dan tanah kas desa. 

2. Hasil aset, berupa tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, 

jaringan irigasi. 

3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, berupa tenaga, barang yang dinilai 

dengan uang. 

4. Lain-lain pendapatan asli desa, berupa hasil pungutan desa. 
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b. Transfer: 

1. Dana Desa (DD); 

2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; 

3. Alokasi Dana Desa (ADD); 

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan 

5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 

c. Pendapatan Lain-Lain: 

1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan 

2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Dengan diterimanya sumber pendapatan desa yang telah dijabarkan 

tersebut, pendapatan desa digunakan sebagai roda penggerak penyelenggaraan 

pemerintahan desa dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembinaan, 

pemberdayaan masyarakat dan penyediaan infrastruktur desa yang memadai. Dari 

beberapa sumber pendapatan yang diterima oleh desa, Dana Desa (DD) dan 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendapatan yang relatif lebih 

besar. 

 

2.6.4 Dana Desa 

 Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Alokasi anggaran sebagaimana 

dimaksud, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan 

tujuan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan 

berkeadilan.  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer 

kepada Kabupaten/Kota dan untuk pembagian masing-masing desa tidaklah sama. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari APBN pada bab 3 pasal 12, pengalokasian Dana Desa (DD) pada 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


33 

 

setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka 

kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis yang dijabarkan sebagai berikut: 

a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa; 

b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan 

c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi Setiap Desa di 

Kabupaten Banyuwangi, Dana Desa (DD) disalurkan secara bertahap pada 

anggaran berjalan dengan ketentuan: 

a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen). Penyaluran Dana 

Desa tahap satu dilakukan setelah bupati menerima APBDes, laporan 

penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa melalui 

camat, serta rencana penggunaan dana yang bersumber dari dana desa untuk 

tahun anggaran berjalan. 

b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Penyaluran 

pada tahap kedua dilakukan setelah bupati menerima laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa tahap I dengan penggunaan minimum 50% (lima puluh 

persen), jika kepala desa terlambat menyampaikan laporan realisasi maka 

bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya 

laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 

 

2.6.5 Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan 

pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak 

Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima 

oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi 

dalam pasal  1 menyatakan bahwa:  

“Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus”. 
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Untuk penyaluran besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi setiap desa 

diatur dalam Peraturan Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota. Penyaluran 

besaran ADD pada setiap desa di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Peraturan 

Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata 

Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD 

Kabupaten Banyuwangi pada bab 3 pasal 5. Penghitungan besarnya Alokasi Dana 

Desa pada setiap desa ditentukan berdasarkan indikator jumlah aparatur 

pemerintah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, dan luas wilayah desa 

yang dijabarkan sebagai berikut: 

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk aparatur pemerintah desa; 

b. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk indikator jumlah penduduk desa; 

c. 35% (tiga puluh per seratus) untuk indikator angka kemiskinan; 

d. 15% (lima belas per seratus) untuk indikator luas wilayah. 

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang 

Bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi, pencairan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dilaksanakan dalam 2 tahap dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Alokasi Dana Desa yang 

dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas 

rencana penggunaan Alokasi Dana Desa. 

b. Tahap II direalisasikan apabila kepala desa telah menyampaikan laporan 

realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh persen) dari anggaran yang telah 

direalisasikan pada tahun berjalan. 

 

2.6.6 Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab 1 pasal 1, disebutkan 

bahwa Pengelolaan Keuangan Desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem pengelolaan keuangan desa 

mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai Januari sampai 
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dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa 

dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 3 ayat 2, Kepala Desa mempunyai 

kewenangan: 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 

b. Menetapkan PTPKD; 

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; 

d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan 

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.  

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh 

pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yaitu sekretaris desa dan 

perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa dan penanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang 

kas desa adalah bendahara desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada 

pasal 5 ayat 2, Sekretaris Desa mempunyai tugas: 

a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 

b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa 

dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam APBDesa; 

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan 

e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 

APBDesa. 

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pasal 7 ayat 2 mempunyai tugas menerima, menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
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penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka 

pelaksanaan APBDesa.  

 

2.7 Electronic Village Budgeting 

Electronic Village Budgeting merupakan sistem pengelolaan keuangan 

desa berbasis Electronic Government yang dikembangkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(DPMD) pada tahun 2014, dan mulai resmi digunakan oleh seluruh desa di 

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 dengan terbitnya Peraturan Bupati 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di 

Kabupaten Banyuwangi. Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi 

pada bab 1 pasal 1 Electronic Village Budgeting diartikan sebagai suatu sistem 

aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan 

desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang 

dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan 

keuangan desa. 

Menurut Manual Ringkas Pengisian Penatausahaan Electronic Village 

Budgeting Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 

2015, dalam aplikasi Electronic Village Budgeting pengaturan hak akses 

pengguna terhadap menu-menu dan data-data yang tersedia disesuaikan dengan 

hak akses sesuai dengan tingkat kewenangan dan kebutuhan operasional, 

penentuan hak akses dilakukan dengan mengelompokkan pengguna kedalam grup 

tertentu. Pada prinsipnya penentuan hak akses dilakukan dengan 

mengelompokkan pengguna kedalam grup-grup tertentu dan pengaturan hak akses 

akan dilakukan terhadap grup yang bersangkutan sesuai dengan tingkat 

kewenangan dan kebutuhan operasional. Hak akses pengguna dibedakan menjadi 

3 jenis, yaitu: 

a. Hak untuk baca dan tulis (RW - Read and Write) 

b. Hak untuk baca (R - Read only) 

c. Tidak mempunyai hak akses (NA) 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


37 

 

Grup pengguna aplikasi Electronic Village Budgeting diklasifikasikan 

sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang dijelaskan sebagai berikut:  

1. Grup Administrator, adalah grup untuk para administrator aplikasi, 

kewenangan grup administrator mencakup ke semua fitur yang ada, dan juga 

terhadap pendaftaran pengguna manajemen aplikasi lainnya. 

2. Grup Eksekutif, adalah grup untuk para pengambil keputusan 

(eksekutif/manajerial) yang terkait dengan data yang sifatnya ringkasan 

(summary) atau juga berupa agregat dari gabungan data yang diperlukan oleh 

para pengambil keputusan (eksekutif). Data disajikan dalam bentuk rekap atau 

berupa grafik. 

3. Grup Operator RKA, adalah grup yang mengisikan laporan keuangan ke e-

Village Budgeting dari pihak desa yang terkait. 

Melalui sistem ini ke depan diharapkan dapat mensinergikan keuangan dan 

pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. 

Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis website ini dapat 

memberikan perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan 

anggarannya bisa transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sistem ini memangkas 

mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Selain itu, 

penggunaan sistem online ini juga mampu melindungi anggaran desa dari oknum-

oknum penjabat desa yang kurang bertanggungjawab karena melalui sistem ini 

pencairan anggaran akan lebih terkontrol, setiap anggaran yang turun dapat 

langsung disinkronkan, sehingga antara kegiatan yang ada dapat lebih tersusun 

rapi dan sesuai dengan rencana dan anggarannya. 
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2.8 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Good Governance Pengelolaan 

Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo 

Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Kerangka konseptual diharapkan 

dapat memberi jalan bagi proses pemikiran penelitian ini sehingga mampu 

mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Berikut digambarkan kerangka 

konseptual penelitian berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

Menurut Usman dan Akbar (2009:41) metode adalah suatu prosedur atau 

cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, 

sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian mempelajari peraturan-peraturan 

suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam 

mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan 

Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah berarti sebuah usaha atau 

cara yang sahih dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode 

penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

menjadi rumusan masalah, maka dari itu metode penelitian merupakan suatu hal 

yang penting dalam sebuah penelitian. Maka dari itu hasil dari penelitian 

bergantung dari metode yang digunakan dalam menjawab setiap permasalahan 

yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

komponen dalam metode penelitian yang diperlukan yaitu: 

a. Jenis penelitian 

b. Tempat dan waktu penelitian 

c. Desain Penelitian 

d. Teknik dan alat pengumpulan data 

e. Teknik menguji keabsahan data 

f. Teknik penyajian dan analisis data 

   

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya tipe penelitian yang sesuai dengan penelitian 

ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Silalahi 

(2012:38) penelitian kualitatif merupakan penelitian kecenderungan untuk 

meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan 

kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Sedangkan menurut Idrus 

(2009:24) penelitian yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran 

secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Berdasarkan definisi 
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tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui 

Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten 

Banyuwangi pada tahun 2016. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan 

kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Sehingga tempat penelitian merupakan 

lokasi untuk pelaksanaan penelitian dan memperoleh data serta informasi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten 

Banyuwangi. Menurut Sugiyono (2014:25-26) menyatakan jangka waktu 

penelitian dapat berlangsung lama bahkan dapat berlangsung pendek jika 

ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh, sehingga lamanya penelitian akan 

bergantung pada keberadaan sumber data, interest, dan tujuan penelitian serta 

tergantung pada cakupan penelitian dan bagaimana peneliti mengatur waktu yang 

digunakan. Oleh karena itu, waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga 

bulan (Juni-Agustus). 

  

3.3 Desain Penelitian 

 Desain dari penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, Moleong 

(2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif 

adalah sebagai perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analis, penafsir data, 

dan pelapor penelitian. Berdasarkaan pernyataan tersebut, peneliti menetapkan 

fokus penelitian dan memilih informan sebagai sumber data sebagai berikut: 

 

3.3.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi peneliti supaya tidak 

meneliti sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam proses penelitian. Dengan 

kata lain agar peneliti tidak terjebak dalam pengumpulan data yang sangat luas 

cakupanya dan tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. 
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Menurut Idrus (2009:42) peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan 

penelitian yang akan ditelitinya. Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang 

fokus penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan fokus 

penelitian pada tiga karakteristik Good Governance yaitu transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui 

Electronic Village Budgeting pada tahap perencanaan, penatausahaan dan 

pelaporan di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada 

tahun 2016. 

 

3.3.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah 

data yang dalam bentuk bukan angka. Adapun sumber data kualitatif yang 

digunakan dalam penelitian sebagaimana yang diungkapkan oleh Silalahi 

(2012:289) sebagai berikut: 

a. Data Primer, merupakan dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang 

disebut “first hand information”. Sehingga data primer adalah data yang 

diperoleh penulis secara langsung terkait Good Governance pengelolaan 

keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo 

Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi tahun 2016. Berikut merupakan 

data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap 

beberapa narasumber: 

Tabel 3.1 Data Primer Penelitian 

No. Sumber Data Data Primer yang Diperoleh 

1.  Ibu Ida Fauziah - Gambaran umum Electronic Village 

Budgeting 

- Tugas dan wewenang DPMD dalam 

pengelolaan keuangan desa melalui 

Electronic Village Budgeting 

- Proses pencairan DD dan ADD di 

Kabupaten Banyuwangi 
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- Dampak penggunaan Electronic Village 

Budgeting di Kabupaten Banyuwangi 

- Kendala penggunaan Electronic Village 

Budgeting di Kabupaten Banyuwangi 

2.  Bapak Mansur - Tugas dan wewenang pihak Kecamatan 

dalam pengelolaan keuangan desa 

melalui Electronic Village Budgeting 

- Syarat-syarat perencanaan dan 

pelaporan keuangan desa melalui 

Electronic Village Budgeting 

- Pandangan pengelolaan keuangan desa 

di Desa Tegalrejo 

3.  Bapak Mu’anam - Awal mula penggunaan Electronic 

Village Budgeting di Desa Tegalrejo  

- Tugas dan wewenang Kepala Desa 

dalam pengelolaan keuangan desa 

melalui Electronic Village Budgeting 

4.  Bapak Agung 

Prabowo, S.Pd 

- Tugas dan wewenang Sekretaris Desa 

dalam pengelolaan keuangan desa 

melalui Electronic Village Budgeting  

- Proses pengelolaan keuangan desa 

melalui Electronic Village Budgeting di 

Desa Tegalrejo 

- Transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa melalui 

Electronic Village Budgeting 

- Efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

keuangan desa melalui Electronic 

Village Budgeting 

- Kelebihan dan kendala penggunaan 

Electronic Village Budgeting 

5.  Bapak Sugianto - Tugas dan wewenang Bendahara Desa 

dalam pengelolaan keuangan desa 
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melalui Electronic Village Budgeting  

- Proses pengelolaan keuangan desa 

melalui Electronic Village Budgeting di 

Desa Tegalrejo 

- Transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa melalui 

Electronic Village Budgeting 

- Efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

keuangan desa melalui Electronic 

Village Budgeting 

- Kelebihan dan kendala penggunaan 

Electronic Village Budgeting 

6.  Bapak Jumianto - Tugas dan wewenang BPD dalam 

pengelolaan keuangan desa 

- Pandangan BPD mengenai pengelolaan 

keuangan desa di Desa Tegalrejo 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 

 

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari 

sumber-sumber yang lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. 

Sehingga data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung terkait Good Governance pengelolaan keuangan desa melalui 

Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari 

Kabupaten Banyuwangi tahun 2016. Berikut merupakan data sekunder yang 

diperoleh selama proses penelitian: 

Tabel 3.2 Data Sekunder Penelitian 

No. Sumber Data Data Sekunder yang Diperoleh 

1.  Dinas PMD Kabupaten 

Banyuwangi 

- Penetapan lokasi dan besaran DD dan 

ADD tahun 2016 di Kabupaten 

Banyuwangi 

- Manual Ringkas Penggunaan 

Electronic Village Budgeting di 
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Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 

dan 2015 

2.  Pemerintah Desa Tegalrejo - Profil Desa Tegalrejo 

- APBDes Tegalrejo tahun 2016 

- Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDes Tegalrejo tahun 2016 

- Laporan Realisasi Penggunaan DD 

dan ADD Tegalrejo tahun 2016 

- Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 

2016 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 

 

3.3.3 Penentuan Informan Penelitian 

Dalam penelitian, penentuan informan berperan penting agar data yang 

didapatkan benar-benar valid. Sehingga penulis harus menggunakan cara yang 

tepat untuk menentukan informan. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:221) 

seorang informan dalam penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, 

sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati; 

b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan 

yang sedang diteliti; 

c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi; 

d. Mereka yang mampu memberikan informasi secara obyektif dan mampu 

mengendalikan sifat subyektivitasnya atas masalah yang diteliti. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan 

dengan teknik purposive sampling. Menurut Afrizal (2015:140) purposive 

sampling adalah mekanisme disengaja dimana sebelum melakukan penelitian para 

peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan 

dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria informan penelitian yang telah 

dijelaskan diatas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi 

kriteria dan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian mengenai 
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Good Governance pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village 

Budgeting di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada 

tahun 2016, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Informan Penelitian 

No. Informan Jabatan Keterangan 

1.  Ibu Ida Fauziah Kasi Keuangan dan 

Aset Desa Dinas 

PMD Kabupaten 

Banyuwangi 

Sebagai pengembang 

sistem Electronic Village 

Budgeting di Kabupaten 

Banyuwangi 

2.  Bapak Mansur Staff Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Kecamatan Tegalsari 

Sebagai pembina dan 

pengawas yang bertugas 

memverifikasi dan 

mengevaluasi pengelolaan 

keuangan desa di Desa 

Tegalrejo 

3.  Bapak Mu’anam Kepala Desa 

Tegalrejo 

Sebagai pelaksana 

pengelolaan keuangan 

desa serta 

penanggungjawab 

terlaksananya Electronic 

Village Budgeting di Desa 

Tegalrejo 

4.  Bapak Agung 

Prabowo, S.Pd 

Sekretaris Desa 

Tegalrejo 

Sebagai koordinator 

pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa dan 

penanggung jawab kepada 

Kepala Desa Tegalrejo 

5.  Bapak Sugianto Bendahara Desa 

Tegalrejo 

Sebagai penerima, 

penyimpan, 

menyetorkan/membayar, 

menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan 

penerimaan pendapatan 
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desa dan pengeluaran 

pendapatan desa di Desa 

Tegalrejo 

6.  Bapak Jumianto Wakil Ketua BPD 

Desa Tegalrejo 

Sebagai pengawas dalam 

penggunaan keuangan 

desa di Desa Tegalrejo 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 

 

3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara 

telaah pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau 

pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, 

alat ukur, draft wawancara atau alat elektronik dan sebagainya. Dalam penelitian 

ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Observasi menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:226) mengklasifikasi 

observasi ke dalam tiga bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi terang-

terangan dan tersamar serta observasi tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada jenis penelitian ini, 

peneliti berterus terang kepada narasumber terkait maksud dan tujuan dalam 

rangka penelitian. Alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah kamera 

untuk mendokumentasikan observasi. 

b. Wawancara 

  Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode 

pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan 

terorganisasi yang dilakuan oleh penulis sebagai pewawancara (interviewer) 

dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang 

diwawancarai (interviewer) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait 

masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat 

penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan 

data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang 
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diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam 

terkait masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaan wawancara membutuhkan alat 

bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara 

seperti draft wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk 

dokumentasi proses dan hasil wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Wawancara dengan Ibu Ida Fauziah selaku Kasi Keuangan dan Aset Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi di 

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. 

2. Wawancara dengan Bapak Mansur selaku Staff Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Kecamatan Tegalsari di Kantor Kecamatan Tegalsari. 

3. Wawancara dengan Bapak Mu’anam selaku Kepala Desa Tegalrejo di Balai 

Desa Tegalrejo. 

4. Wawancara dengan Bapak Agung Prabowo selaku Sekretaris Desa 

Tegalrejo di Balai Desa Tegalrejo. 

5. Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Bendahara Desa Tegalrejo di 

Balai Desa Tegalrejo. 

6. Wawancara dengan Bapak Jumianto selaku Wakil Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa Tegalrejo di Balai Desa Tegalrejo. 

c. Dokumentasi 

  Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik 

untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang 

diambil menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. 

Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian 

ini adalah semua dokumen terkait transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan 

efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village 

Budgeting di Desa Tegalrejo pada tahun 2016 serta peraturan perundangan 

yang ada. Berikut data yang diambil dengan teknik dokumentasi: 

1. Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa di Kabupaten Banyuwangi 
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2. Penetapan lokasi dan besaran DD dan ADD tahun 2016 di Kabupaten 

Banyuwangi 

3. Manual Ringkas Penggunaan Electronic Village Budgeting tahun 2014 dan 

2015 

4. Profil Desa Tegalrejo 

5. Peraturan Desa tentang APBDes Tegalrejo tahun 2016 

6. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tegalrejo tahun 2016 

7. Laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD Tegalrejo tahun 2016 

8. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tegalrejo 

tahun 2016 

9. Screen Capture proses pengelolaan keuangan desa melalui Electronic 

Village Budgeting di Desa Tegalrejo 

 

3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data 

  Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan 

dari penelitian kualitatif. Karena keabsahan data merupakan alat untuk 

membuktikan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. Tahap ini berkaitan dengan 

tahap akhir dalam menguji kevaliditasan data apakah data yang diperoleh 

menunjukkan fakta-fakta yang terjadi. Menurut Moleong (2014:320), 

pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif 

tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Peneliti 

menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data. Menurut 

Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data 

menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, 

dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap 

data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) 

sebagai berikut: 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

2. Mengecek dengan berbagai sumber data. 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan. 
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  Triangulasi merupakan salah satu teknik pengujian keabsahan data dengan 

cara mencocokan hasil data. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dilakukan 

adalah mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan 

dengan data yang diperoleh informan lain, atau mencocokkan hasil wawancara 

dengan hasil dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini Teknik triangulasi 

yang digunakan yaitu berdasarkan sumber dan teknik. Dimana menurut Sugiyono 

(2017:258-259) triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Dalam hal ini, peneliti mengecek data dari hasil wawancara menurut 

beberapa informan. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti mengecek data dari hasil wawancara 

dengan informan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh. 

 

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data 

 Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) mengemukakan 

bahwa kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk 

siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses siklus dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Proses siklus analisis data kualitatif 

ini berlangsung dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga 

sesudah pengumpulan dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan 

yang mendalam terkait masalah yang diteliti. 

a. Reduksi Data 

 Setelah memperoleh data dilapangan, data terkadang tidak dapat diprediksi 

seberapa banyak jumlahnya. Sehingga diperlukan proses pencatatan secara 

teliti dan rinci dengan mereduksi data. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi 

data adalah bentuk analisis data dengan menyederhanakan, mengabstraksikan, 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-
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kesimpulan atas data yang direduksi tersebut. Pada tahap ini peneliti 

mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan, pengelompokan 

tersebut disesuaikan dengan fokus dalam penelitian ini. 

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah proses penyajian data. 

Menurut Silalahi (2012:340) penyajian data merupakan kegiatan dalam proses 

analisis data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan sehingga 

peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas 

data yang disajikan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sebagainya. Penyajian data dari hasil penelitian ini terletak pada 

BAB 4, penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teks 

naratif yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan 

hasil penelitian terkait dengan masalah penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dari teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Silalahi (2012:341) pada saat 

peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut sudah mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi untuk 

menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci 

namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan 

lebih lengkapnya peneliti cantumkan pada BAB 5. Hasil dari kesimpulan 

tersebut merupakan jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini. 
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Bupati melalui pihak Kecamatan dengan melampirkan bukti belanja. 

Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawabkan yang 

dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk media informasi yaitu berupa 

papan informasi (banner) dan juga melalui E-Monitoring System, serta 

dilakukan sosialisasi pelaksanaan APBDes oleh Pemerintah Desa kepada 

masyarakat melalui BPD. 

3. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic 

Village Budgeting yang dilakukan oleh Desa Tegalrejo adalah dari segi 

efektivitas dapat membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pekerjaan 

dapat selesai tepat waktu, mempersempit terjadinya kesalahan dalam 

penyusunan dokumen laporan realisasi, serta penggunaan anggaran desa lebih 

terkontrol dan tepat guna. Dari aspek efisiensi pengelolaan keuangan desa 

melalui Electronic Village Budgeting, Pemerintah Desa dalam mengelola 

keuangan desa lebih mudah karena terintegrasi mulai dari perencanaan sampai 

pelaporan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terkait Good Governance pengelolaan 

keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo tahun 

anggaran 2016, maka peneliti memberi saran sebagai berikut: 

1. Seharusnya dalam penggunaan Electronic Village Budgeting Pemerintah 

Kabupaten juga memberikan hak akes kepada masyarakat untuk dapat melihat 

dan membaca terkait laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan 

adanya hal tersebut, nantinya dapat meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas kepada publik. 

2. Karena terkoneksi melalui jaringan internet, seharusnya Pemerintah Kabupaten 

menambah kapasitas kecepatan akses internet untuk setiap desa sebagai upaya 

meminimalisir terjadinya gangguan penggunaan Electronic Village Budgeting. 
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